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KATA PENGANTAR 

 
Bismillahirrahmnirrahim 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya buku tentang 

Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Anak di Indonesia dapat diselesaikan. 

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

Saw, kepada keluarganya, para sahabat, para pengikut-Nya sampai di hari 

akhir.  

Buku ini merupakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban penulis 

pada Penelitian tahun 2022. Penelitian yang peneliti lakukan berada di kluster 

“Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi/PT. Penelitian mengambil isu 
gender dan keadilan, karena penulis melihat subjek terbanyak dari pengaju 

dispensasi kawin adalah perempuan. Dispensasi kawin di satu sisi bertujuan 

positif untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada mereka yang 

mendesak untuk melakukan perkawinan usia anak. Walaupun disisi lainnya, 

terdapat dampak negatif dari dimana para pelaku perkawinan usia anak 

justru menjadi leluasa dan tidak melakukan upaya preventif dengan baik 

untuk tidak melakukan perkawinan usia anak. Indonesia sejak tahun 2019, 

melalui UU 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 

19 tahun. Hal ini ternyata berdampak melonjaknya perkara dispensasi kawin 

pada tahun 2020. Adapun alasan diajukannya perkara dispensasi kawin yang 

paling banyak adalah berupa kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang 

dilarang oleh agama Islam, kemudian alasan hamil duluan dan pernah 

melakukan hubungan suami-isteri.  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa Pengadilan Agama 

di Wilayah Jawa Barat yang bersedia dijadikan lokasi penelitian, yakni 

Pengadilan Agama Sumber, Pengadilan Agama Majalengka, Pengadilan 

Agama Sumedang, Pengadilan Agama Sukabumi, Pengadilan Agama Cianjur, 

Pengadilan Agama banjar, Pengadilan Agama Ciamis, Pengadilan Agama 

Soreang, Pengadilan Agama Bandung, dan Pengadilan Agama Purwakarta. 

Semoga kebaikan Bapak/Ibu responden menjadi kebaikan.  

Penulis mengakui masih terdapat banyak kekurangan pada penulisan 

buku ini, dan permasalahan yang belum penulis jangkau dalam analisis. 

Semoga kedepannya terdapat penelitian lain yang lebih komprehensif dalam 

cakupan penelitian serupa dengan buku ini. Walaupun demikian, penulis 

berharap penulisan buku ini dapat memberikan perspektif lain dalam 

perlindungan hak anak di Indonesia, sekaligus juga memperkaya khazanah 

keilmuan dalam hak asasi manusia.  
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PENDAHULUAN 

 
Perkawinan, berdasarkan hukum Indonesia dibatasi secara usia. Ukuran 

kedewasaan calon pengantin ialah kematangan jiwa dan raga. Secara yuridis, 

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: 

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun 
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Batas usia perkawinan 
kemudian dinaikkan menjadi 19 tahun, berdasarkan UU No. 16/2019 tentang 

Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Pembatasan usia 

ini dikarenakan perkawinan membutuhkan kesiapan baik secara fisik maupun 

psikis, terutama bagi kedua calon pengantin. Perkawinan sendiri diartikan 

sebagai, “suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan warahmah”1
. 

Dinaikkan batas minimum perkawinan oleh Undang-Undang No. 16 

Tahun 2019, menunjukkan adanya upaya perlindungan hak anak berdasarkan 

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa, 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 
Perkawinan di bawah usia 18 tahun digolongkan kepada perkawinan usia 

anak. Hal ini karena hukum Indonesia sebagaimana instrumen internasional 

                                                           
1
 Pasal 2 dan 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam. 
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HAK ANAK DALAM KONSEP NEGARA 

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 
A. TEORI NEGARA HUKUM  
1. Pengertian  

Negara hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi sistem hukum 

yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia. Negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (equality) 

dan kemerdekaan setiap individu. Kedudukan Indonesia sebagai negara 

hukum, sebagaimana diatur UUD NRI 1945, setidaknya menimbulkan dua 

konsekuensi. Pertama, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin 

persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, 

serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya. Kedua, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti 

tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun
6
. 

Secara historis, Sejak abad ke-18, istilah rule of law telah dikenal dan 

diadopsi secara luas di banyak negara, dan istilah tersebut baru populer pada 

abad ke-19 dan ke-20. Di Indonesia, istilah negara hukum telah digunakan 

sejak negara tersebut menyatakan diri merdeka. Di Indonesia, istilah negara 

hukum sudah dikenal pada saat negara telah mendeklarasikan diri sebagai 

negara berdaulat yang merdeka. 

 

                                                           
6
 R. Subekti (1994). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP. Jakarta: 

Pradnya Paramita. Hlm. 4. 
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HAK ANAK DALAM HUKUM INDONESIA 

 
A. PENGERTIAN ANAK 

Anak merupakan keturunan manusia yang masih kecil dan belum mandiri. 

Pengertian anak yang beragam akan memberikan makna yang berbeda-beda 

secara substansial, fungsi, makna dan tujuan. Dalam Konvensi Hak Anak, yang 

dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 

tahun.  

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 

1945 terdapat dalam Pasal 34. Pasal ini memberi makna anak sebagai subjek 

hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan 

dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian ini melahirkan hak-

hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat maupun negara.  

Hak asasi anak sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah diakui dan dilindungi sejak 

masih dalam kandungan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang kemudian diubah sebagian dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan, “bahwa anak adalah amanah dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai manusia seutuhnya”, Undang-undang ini juga memandang anak 

sebagai, “Tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”.  
Pengertian anak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 di atas sejalan 

dengan pengertian anak dalam Islam. Dalam Islam anak diasosiasikan sebagai 

makhluk ciptaan Allah SWT yang dhaif dan berkedudukan mulia, yang 

keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada 

kewenangan kehendak Allah SWT. Seorang anak terbentuk dari unsur gaib 
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DINAMIKA PERLINDUNGAN HAK  

ANAK DALAM HUKUM INDONESIA 

 
A. SEJARAH LAHIRNYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM 

INDONESIA 

Hak anak menjadi salah satu hak yang penting dipelajari karena setiap 

manusia mengalami fase kehidupan mulai anak-anak hingga menjadi dewasa. 

Anak, laki maupun perempuan, berhak atas jaminan perlindungan hak asasi. 

Perlindungan ini dimulai sejak ia dalam kandungan sampai mencapai usia 18 

tahun.  

Perhatian terhadap hak anak sudah terdapat dalam hukum Indonesia 

sejak lama. Bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Hak anak sudah dirumuskan 

oleh pemerintah Hindia Belanda dalam Stb. 1925 No. 647 Jo. Ordonansi 1949 

No. 9 yang mengatur Pembatasan Kerja Anak dan Wanitas. Kemudian pada 

tahun 1926 lahir Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan 

orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 

lahir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP disahkan dan mulai 

berlaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam beberapa pasalnya, terdapat 

bentuk perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu 

juga terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan kepada anak di 

bawah umur, dengan memperberat hukuman, atau mengkualifikasi sebagai 

tindak pidana perbuatan tertentu yang dilakukan terhadap anak. Hal ini 

terdapat pada Pasal 285, 287, 290,292, 293, 294, 295, dan 297 KUHP. Padahal 

kadang perbuatan tersebut tidak dinilai dikualifikasi sebagai tindak pidana jika 

dilakukan terhadap orang dewasa.  
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DISPENSASI KAWIN  

DALAM HUKUM INDONESIA 

 
A. PERKAWINAN USIA ANAK DALAM ISLAM  

Perkawinan adalah sebuah komitmen antara sepasang suami dan isteri 

yang melangsungkan akad. Secara sosial, pernikahan merupakan hubungan 

antara pria dan Wanita yang diakui secara sosial yang ditujukan untuk 

melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan 

membangun pembagian peran di antara sesame pasangan. Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 dijelaskan 

bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”   
Perkawinan harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan baik 

secara hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kacamata agama, 

perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang 

belum Baligh. Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan perkawinan usia 

anak. Pemahaman ini berasal dari hasil interpretasi ayat al-Quran dan catatan 

sejarah Nabi Muhammad Saw menikahi Aisyah dalam usia muda.  

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama tentang usia Aisyah ra. 

ketika dinikahi Rasulullah Saw. Namun yang popular adalah catatan usia 

Aisyah yang 6 dan 9 tahun berdasarkan hadits dari Hisyam bin Urwah. 

Sebagian ulama berdasarkan catatan hadits ini kemudian melegalkan 

pernikahan usia muda. Padahal dalam kajian ilmu hadits, Riwayat dimaksud 

ternyata kontraproduktif dengan Riwayat-riwayat lain sehingga sangat 

diragukan kesahihannya. Namun, dalam berbagai diskusi, hadits ini terus 
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DISPENSASI PERKAWINAN DAN HAK ANAK 

 
A. PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN 

Berdasarkan Konvensi Internasional Hak Anak Pasal 2 angka 1, setiap 

negara peserta dari konvensi harus menghormati dan menjamin hak-hak dari 

setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa melakukan diskriminasi dalam 

bentuk apapun, baik ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, 

keyakinan politik atau opini lainnya, kewarganegaraan, asal etnik atau sosial, 

kekayaan, ketidakmampuan/disabilitas, kelahiran atau status lain dari 

anak/orang tua/pengasuhnya yang sah. Konvensi ini menegaskan bahwa 

dalam semua Tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh 

Lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, 

penyelenggara kekuasaan negeri atau pemerintahan, atau lembaga-lembaga 

negara lainnya harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. 

Indonesia sebagai negara peserta dari konvensi hak anak, haruslah 

memperhatikan hak anak tersebut, termasuk dalam penyelenggaraan 

peradilan.  

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, 

pemerintahan, dan pemerintah daerah. Hak anak tersebut berupa hak untuk 

hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, hak-haknya telah dijamin 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA). Pada Pasal 3 UU SPPA dijelaskan bahwa anak berhak 

diperlakukan secara manusia dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya, mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali yang 
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PENUTUP 

 
1. Perlindungan hak-hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan 

Dispensasi Kawin dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak. 

Proses pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin mengacu 

pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Adapun bentuk 

perlindungan hak-hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan 

Dispensasi Kawin meliputi: 1) Diperiksa oleh Hakim Tunggal yang 

kompeten, 2) Memberikan rasa nyaman di persidangan, 3) Menghadirkan 

anak dalam proses pemeriksaan, 4) Hakim menghadirkan dan memberi 

nasihat kepada Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali 

Calon Suami/Isteri, 5) Mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, 

dan 6) Pertimbangan hukum oleh hakim yang mewujudkan kepastian, 

kemanfaatan dan keadilan bagi anak. Implikasi hukum yang dapat muncul 

pada perkara dispensasi kawin dalam rangka perlindungan hak anak, baik 

permohonan tersebut dikabulkan ataupun ditolak. Apabila dikabulkan 

oleh Hakim akan memperbanyak tingkat perkawinan di bawah umur 

secara legal, apabila ditolak akan menimbulkan akibat hukum lainnya 

seperti banyaknya nikah siri di bawah umur, isbat nikah atas nikah siri di 

bawah umur, dan hamil di luar nikah.  

2. Perkara dispensasi kawin mengalami peningkatan pasca dinaikannya 

batas minimum usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 

perempuan, dalam Undang-Undang Nomo 16 tahun 2019.  

3. Diantara hambatan yang muncul dalam penanganan perkawinan usia 

anak adalah berkaitan dengan budaya di masyarakat tentang usia 

pernikahan perempuan. Bagi sebagian masyarakat, terutama di pedesaan, 

usia 16 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah. Semakin 
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memprihatinkan pola pergaulan remaja, banyak yang terjerumus dalam 

pergaulan bebas. Hal ini tampak dari perkara dispensasi kawin, banyak 

calon mempelai perempuan dalam kondisi sedang hamil. Hakim yang 

memutus kemudian mengkategorikannya sebagai kondisi mendesak.  

Untuk menangani kendala semua pihak harus terlibat untuk melakukan 

pencegahan pernikahan usia anak. Orang tua, lingkungan pendidikan, dan 

masyarakat, serta pemerintah daerah harus ambil bagian dalam 

melakukan pencegahan.  
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